BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Pangkajene, Juni 2021

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah
2. Para Direktur BUMD
3. Para Direktur RSUD
4. Para Kepala UPT Dinas
5. Seluruh ASN
Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor :Jad / 47 / WEFTRAT
TENTANG

PENOLAKAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 87 Tahun 2016
wentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
beik bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka disampaikan hal-hal sebagai

berikut :
. Setiap Pejabat/ASN wajib menolak gratifikasi dan dilarang memberikan gratifikasi

kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

2. Pejabat/Pegawai wajib melaporkan apabila :
© Terdapat peristiwa penolakan gratifikasi; dan/atau
¢ Terdapat penerimaan gratifikasi;

3 Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan
gratifikasi dapat diakses pada tautan : www.kpk.go.id/ gratifikasi atau menghubungi
Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198;

4. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan
g-ﬂﬁ online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id, surat elektronik pada

: pelaporan gratifikasi@kpk.go.id, surat biasa melalui alamat pos KPK
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KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat

: Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)

4 diterimanya gratifikasi. Aplikasi Gratifikasi OnLine dapat diunduh pada

e atau Apps Store dengan kata kunci GOL KPK/Gratifikasi OnLine KPK;
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